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ABSTRACT  
Transparency and accountability are fundamental principles in achieving good governance, 
particularly in the management of local finances. This study aims to analyze the 
implementation of transparency and accountability in the oversight of the Regional Revenue 
and Expenditure Budget (APBD) of Malang City. This study employs a qualitative 
descriptive approach using a literature review method. Data were obtained from scientific 
journals, government regulations, official reports, and public documents related to local 
financial management and APBD oversight. The research analysis refers to transparency 
and accountability indicators according to Krina, which include information disclosure, ease 
of access to information, complaint mechanisms, information dissemination, and 
performance accountability. The results of the study indicate that the Malang City 
Government has implemented the principles of transparency and accountability through the 
provision of APBD documents, performance accountability reports, and the use of a digital-
based information system. Nevertheless, a number of challenges remain, such as limited 
public access to technical financial information, suboptimal public complaint mechanisms, 
and the limited effectiveness of public communication. In terms of accountability, its 
implementation has been reflected through the preparation of the LAKIP and performance-
based budgeting; however, some indicators remain administrative in nature and are not yet 
fully results-oriented. Therefore, strengthening participatory governance, improving 
communication with the public, and optimizing digital-based financial oversight are crucial 
for enhancing the quality of local financial management.  
Keywords: Transparency, Accountability, Oversight of the Regional Budget, Regional 
Finance, Good Governance 
 
ABSTRAK 
Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan 
pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan 
dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan 
APBD. Analisis penelitian mengacu pada indikator transparansi dan akuntabilitas menurut 
Krina, yang meliputi pengungkapan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, 
mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian 
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memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen APBD, laporan 
pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Meskipun 
demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat 
terhadap informasi keuangan teknis, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum 
optimal, serta efektivitas komunikasi publik yang masih terbatas. Dalam hal akuntabilitas, 
implementasinya telah tercermin melalui penyusunan LAKIP dan penganggaran berbasis 
kinerja, namun, beberapa indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya 
berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola yang partisipatif, peningkatan 
komunikasi kepada publik, serta optimalisasi pengawasan keuangan berbasis digital menjadi 
hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah. 
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan APBD, Keuangan Daerah, Good 
Governance. 
 
PENDAHULUAN   

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan penting sebagai 
instrumen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, efisien, 
dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi seluruh hak 
dan kewajiban negara yang bernilai ekonomi, termasuk seluruh kekayaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan memiliki fungsi 
strategis karena menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sekaligus mendukung 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). 

APBD mempunyai peran penting sebagai sarana perencanaan, pengawasan, 
dan penilaian pembangunan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat 
menyalurkan anggaran ke berbagai sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 
pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar 
penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
Transparansi merupakan aspek penting dalam memberikan akses terbuka kepada 
masyarakat terhadap informasi mengenai proses penyusunan anggaran dan 
penggunaan keuangan daerah. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban 
pemerintah untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 
anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat (Sriwijayanti, 
2018). 

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
daerah juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut 
(Mudhofar, 2022) tata kelola yang baik dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan 
yang terbuka, partisipatif, efektif, dan akuntabel. Transparansi memungkinkan 
masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah, sehingga meningkatkan 
pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Di sisi lain, akuntabilitas 
berfungsi sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan 
program dan kegiatan berdasarkan target pembangunan yang telah ditetapkan. 
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Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, 
salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip efisiensi, ekonomis, 
efektivitas, transparansi, dan pertanggungjawaban, dengan tetap memperhatikan 
asas keadilan, kepatuhan, dan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, 
pengawasan terhadap APBD menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan keuangan 
daerah. 

Sebagai daerah otonom, Kota Malang juga menghadapi tantangan dalam 
mengelola anggaran daerahnya, terutama terkait efektivitas pengawasan, akses 
terhadap informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan 
anggaran. Penelitian (Jayanti, Sjamsuddin, & Wachid, 2014) bahwa reformasi 
pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang telah meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala 
administratif dan teknis. Studi lain yang dilakukan oleh (Dhuri Mbipi, 2024) juga 
menjelaskan bahwa transparansi informasi publik dalam tata kelola keuangan 
daerah di Kota Malang masih belum optimal karena informasi yang tersedia masih 
bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan transparansi dan 
akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (Aulia, Hasibuan, 
Waruwu, & Nurhaliza, 2024) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas 
memainkan kontribusi besar dalam meningkatkan mutu tata kelola keuangan 
pemerintah daerah. (Ratnasari & Rahmawati, 2024) menjelaskan bahwa transparansi 
informasi publik meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran 
pemerintah. Di sisi lain, (Nikmatul Fajri, Djumali, & Hartono, 2019) menunjukkan 
bahwa mekanisme pengawasan dan penerapan prinsip transparansi berpengaruh 
terhadap pertanggungjawaban tata kelola keuangan daerah. Namun, sebagian besar 
penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak transparansi dan 
akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah secara umum, sedangkan penelitian 
mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan anggaran 
daerah di Kota Malang masih relatif terbatas. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang 
baru dengan berfokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, 
menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas sebagaimana didefinisikan 
oleh (Krina, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-
prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengawasan APBD Kota 
Malang serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam 
mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. 

 
METODE  

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk 
tinjauan pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk mendapat 
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pemahaman secara mendalam terkait penerapan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kota Malang. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara 
menyeluruh melalui pengkajian mendalam terhadap data yang diperoleh dari 
berbagai sumber (Sugiyono, 2013). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjaun pustaka dengan 
menelaah berbagai referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Literatur yang 
digunakan terdiri atas artikel jurnal ilmiah, laporan pemerintah, regulasi mengenai 
pengelolaan keuangan daerah, dokumen APBD Kota Malang, laporan LAKIP, serta 
berbagai publikasi akademik lain yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, 
dan pengawasan keuangan daerah. Literatur yang dipakai diprioritaskan berasal 
dari jurnal nasional terakreditasi dan publikasi ilmiah dalam kurun waktu sepuluh 
tahun terakhir guna menjaga relevansi dan kebaruan data penelitian. 

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dilakukan melalui proses 
penyaringan data, pemaparan data, dan perumusan kesimpulan. Data yang telah 
diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan indikator transparansi dan 
akuntabilitas menurut (Krina, 2003), meliputi keterbukaan informasi, kemudahan 
memperoleh informasi, mekanisme pengaduan, kerja sama dengan media, 
kelengkapan informasi, serta pertanggungjawaban kinerja. Analisis dilakukan 
dengan membandingkan teori dan hasil penelitian terdahulu dengan kondisi 
implementasi pengawasan APBD di Kota Malang sehingga diperoleh gambaran 
yang lebih menyeluruh mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam 
tata kelola keuangan daerah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengawasan APBD Kota Malang telah mengalami 
perkembangan yang cukup baik melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan 
daerah berbasis regulasi dan digitalisasi informasi publik. Meskipun demikian, 
implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek 
aksesibilitas informasi, efektivitas komunikasi publik, serta kualitas pengawasan 
yang bersifat partisipatif. 
 
Transparansi Pengawasan APBD di Kota Malang 

Transparansi menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan keterbukaan informasi publik 
terhadap proses pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Krina, 2003), transparansi 
dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu penyediaan informasi yang jelas 
mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, 
mekanisme pengaduan masyarakat, serta kerja sama dengan media massa dan 
lembaga nonpemerintah dalam meningkatkan arus informasi. Prinsip transparansi 
menjadi penting dalam pengawasan APBD karena dapat meningkatkan 
pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. 

Pada indikator penyediaan informasi, Pemerintah Kota Malang telah 
menunjukkan upaya keterbukaan melalui publikasi dokumen APBD, perubahan 
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APBD, serta laporan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui laman resmi 
pemerintah daerah. Dokumen tersebut memuat rincian pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan daerah secara sistematis sehingga masyarakat dapat mengetahui arah 
kebijakan anggaran pemerintah daerah. Penyediaan informasi tersebut 
menunjukkan adanya implementasi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Hasil tersebut selaras dengan penelitian (Hendriadi, Sahri, & 
Basuki, 2017) yang menjelaskan bahwa transparansi anggaran menjadi elemen 
penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 

Selain penyediaan informasi, transparansi juga berkaitan dengan kemudahan 
akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah Kota Malang telah 
menyediakan berbagai dokumen pengelolaan keuangan melalui media digital dan 
situs resmi pemerintah daerah. Meskipun demikian, temuan penelitian 
mengindikasikan bahwa aksesibilitas informasi masih belum optimal karena 
sebagian besar dokumen bersifat teknis dan administratif sehingga sulit dipahami 
masyarakat umum. Kondisi tersebut menyebabkan keterbukaan yang tersedia lebih 
mengarah pada formal administratif dan belum sepenuhnya komunikatif. Hasil 
penelitian ini memperkuat temuan (Dhuri Mbipi, 2024) yang menjelaskan bahwa 
keterbukaan informasi publik pada tata kelola keuangan daerah Kota Malang masih 
mengalami hambatan pada aspek pemahaman masyarakat terhadap informasi 
keuangan daerah. 

Selanjutnya, pada indikator mekanisme pengaduan, Pemerintah Kota Malang 
telah memiliki sistem pengawasan internal melalui inspektorat daerah serta 
mekanisme pelaporan dalam sistem pemerintahan daerah. Keberadaan mekanisme 
tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan sistem 
pengawasan yang lebih akuntabel. Akan tetapi, mekanisme pengaduan publik 
terkait pengawasan APBD belum terintegrasi secara optimal dengan sistem 
informasi publik sehingga partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan 
masih terbatas. Padahal, keberadaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses 
dapat meningkatkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan 
anggaran daerah. 

Dalam aspek kolaborasi dengan media massa dan institusi nonpemerintah, 
Pemerintah Kota Malang telah melibatkan masyarakat pada proses penyusunan 
perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi tersebut menunjukkan adanya upaya 
membangun keterlibatan publik dalam proses pengelolaan keuangan daerah. 
Namun, publikasi informasi APBD melalui media massa dan platform komunikasi 
publik masih belum maksimal sehingga informasi anggaran belum menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Menurut (Sudrajat, 2021), kolaborasi 
antara pemerintah, media massa, dan masyarakat sipil merupakan faktor penting 
dalam memperkuat transparansi publik dan meningkatkan pengawasan masyarakat 
terhadap kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan temuan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
implementasi transparansi pengawasan APBD di Kota Malang telah berjalan cukup 
baik dari sisi penyediaan dokumen dan sistem informasi publik. Namun demikian, 
transparansi masih perlu diperkuat melalui penyederhanaan informasi keuangan 
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daerah, peningkatan aksesibilitas publik, penguatan mekanisme pengaduan, serta 
optimalisasi komunikasi publik berbasis digital agar pengawasan APBD dapat 
berlangsung lebih partisipatif dan inklusif. 

 
Akuntabilitas Pengawasan APBD di Kota Malang 

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD berhubungan dengan tanggung 
jawab pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 
serta pencapaian program kepada masyarakat. Menurut (Krina, 2003), indikator 
akuntabilitas meliputi kelengkapan dan akurasi informasi, konsistensi target 
operasional, penyebarluasan informasi kepada publik, akses masyarakat terhadap 
informasi kebijakan, serta mekanisme monitoring dan pertanggungjawaban kinerja 
pemerintah. Akuntabilitas tidak hanya menekankan pada pelaporan administratif, 
tetapi juga pada kualitas hasil program yang dibiayai oleh APBD. 

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut (Krina, 2003), aspek pertama 
yang dapat dianalisis adalah kelengkapan dan akurasi informasi. Pemerintah Kota 
Malang telah menyusun berbagai laporan pertanggungjawaban seperti Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan keuangan daerah 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBD. Laporan tersebut 
memuat capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. Penyusunan laporan secara sistematis menunjukkan adanya komitmen 
pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Temuan ini sejalan 
dengan penelitian (Esni, Made, & Wulandari, 2019) yang menjelaskan bahwa 
penerapan akuntabilitas dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja keuangan daerah di Kota Malang. 

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi 
dalam laporan pertanggungjawaban masih menghadapi beberapa kendala, terutama 
terkait penggunaan indikator kinerja yang cenderung berorientasi pada output 
administratif dan belum sepenuhnya menggambarkan outcome program terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi kinerja 
pemerintah daerah belum sepenuhnya berorientasi pada hasil pembangunan yang 
substantif. 

Indikator kedua berkaitan dengan konsistensi dan kelayakan target 
operasional. Pemerintah Kota Malang pada dasarnya telah mengintegrasikan 
program prioritas pembangunan ke dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara 
perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran tahunan. Namun, dalam 
praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara target program dengan 
kapasitas anggaran yang tersedia sehingga beberapa program belum dapat 
mencapai hasil secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan 
dan penganggaran masih memerlukan penguatan agar target pembangunan lebih 
realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pada indikator penyebarluasan informasi, pemerintah daerah telah 
melakukan publikasi dokumen keuangan dan laporan kinerja melalui website resmi 
pemerintah daerah. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk 
memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, efektivitas 
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penyebarluasan informasi masih terbatas karena informasi yang tersedia masih 
bersifat teknis dan kurang komunikatif. Akibatnya, tidak seluruh masyarakat dapat 
memahami substansi laporan keuangan daerah secara menyeluruh. 

Selanjutnya, pada indikator akses publik terhadap informasi, masyarakat 
sudah mempunyai kesempatan untuk mendapat informasi terkait APBD dengan 
melalui portal resmi pemerintah daerah dan layanan keterbukaan informasi publik. 
Namun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa akses tersebut belum 
berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan literasi masyarakat, 
kurangnya interaktivitas informasi publik, serta minimnya pemanfaatan media 
digital yang lebih partisipatif. Menurut (Coryanata, 2016), hubungan yang kuat 
ditunjukkan antara partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam 
meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. 

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Kota 
Malang telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui penyusunan sistem 
pelaporan dan pertanggungjawaban yang relatif terstruktur. Akan tetapi, penguatan 
kualitas informasi, evaluasi berbasis hasil, peningkatan akses publik, serta 
pengembangan sistem pengawasan partisipatif masih diperlukan agar akuntabilitas 
tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memiliki nilai 
substantif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 
SIMPULAN  

Kesimpulan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD Kota Malang secara umum 
telah mengarah pada implementasi prinsip good governance. Pemerintah Kota 
Malang telah menyediakan berbagai dokumen pengelolaan keuangan daerah dan 
laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan 
akuntabilitas pengelolaan anggaran. Transparansi telah tercermin melalui publikasi 
dokumen APBD, laporan keuangan daerah, dan sistem informasi berbasis digital, 
sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja seperti 
LAKIP serta penerapan penganggaran berbasis kinerja. Meskipun demikian, 
implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD masih 
menghadapi beberapa kendala. Transparansi informasi publik masih bersifat 
administratif dan belum sepenuhnya komunikatif karena informasi keuangan 
daerah cenderung teknis dan sulit dipahami masyarakat. Selain itu, mekanisme 
pengaduan publik serta penyebarluasan informasi melalui media massa dan 
platform digital belum berjalan optimal. Dari sisi akuntabilitas, kualitas indikator 
kinerja masih lebih berorientasi pada capaian administratif dibandingkan hasil nyata 
program terhadap masyarakat. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat sistem 
pengawasan APBD melalui pengembangan keterbukaan informasi yang lebih 
partisipatif, peningkatan kualitas komunikasi publik, penguatan mekanisme 
pengaduan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada outcome perlu dilakukan agar 
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pengelolaan APBD tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga 
mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. 
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